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1.1. Latar Belakang Penyusunan KUPA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat
KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUPA tahun anggaran 2024 pada
dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum
dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat
menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUPA
yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah,
kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan
informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut
dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan
keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Kilasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk
melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program,
kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur
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program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam
penyusunan RKPD dan KUPA-PPAS.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka dilakukan
penyusunan berbagai prioritas pembangunan, yang disesuaikan dengan pengambilan kebijakan
untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan
daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.
Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-
sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran

berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran
2024 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
diakomodir dalam APBD Perubahan Tahun 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Pendapatan dan
Belanja Daerah memuat antara lain:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat
sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD Perubahan berkaitan dengan
gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD Perubahan, kebijakan
pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi
pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;

3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan
perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan
pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;

4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi

pembangunan daerah
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUPA

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2024 ini

berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain :
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1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM
Daerah dan RKP Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2019-2023;
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BAB 11
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

2.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024, sebagai suatu langkah
kebijakan yang berpijak dari evaluasi capaian kinerja terhadap indikator-indikator
keberhasilan pembangunan multi aspek di Kabupaten Parigi Moutong, termasuk upaya dalam
meningkatkan capaian indikator perekonomian daerah, dengan mempertimbangkan kondisi
perekenomian global, nasional dan regional serta kondisi perekonomian daerah dengan
proyeksi-proyeksi yang dapat dicapai pada tahun 2024 dan tahun selanjutnya. Kerangka
ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah dapat menjadi landasan untuk
menentukan arah kebijakan alokasi keuangan daerah secara optimal melalui suatu pendekatan
money follow program yang bermuara terhadap pengalokasian anggaran daerah yang efektif
dan efisien.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat
arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang mengambarkan kondisi ekonomi makro
daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan
arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai
program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting
dalam Perubahan RKPD Tahun 2024. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat
diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk
pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2024.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat dilepaskan dari
kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat yang tidak dapat dikendalikan oleh
daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor
riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global.

Kebijakan Pemerintah Pusat tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi
Kabupaten Parigi Moutong yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang

sebelumnya digunakan. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:
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Untuk tahun 2024, kondisi PDRB Kabupaten Parigi Moutong diharapkan akan mengalami
kenaikan dibandingkan tahun 2023. optimisme ini berdasarkan indikator ekonomi
menunjukkan ada sinyal positip perbaikan ekonomi. Indikasi ini dapat dilihat
pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dalam perkembangan Produk Domestik Regional
(PDRB) sudah cukup tinggi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong di tahun
2023 mencapai pada pada level 3,50 persen

Meskipun tidak menjadi sumber perhitungan, indeks harga konsumen atau inflasi
Kabupaten Parigi Moutong juga akan mengalami perubahan namun diharapkan tidak
terkoreksi terlalu tinggi pada 4,0 -4,5 %.

Prioritas penyelesaian permasalahan pembangunan daerah yaitu penanggulangan
kemiskinan, serta penanganan stunting serta yang berdampak langsung pada masyarakat
memerlukan penanganan mendesak dan segera dari Pemerintah Kabupaten;

Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan

pembangunan yang memerlukan penyesuaian.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun

berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan

penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2024 dapat dicapai

sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan

sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor- sektor potensial merupakan

dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara

efektif dan efisien.

Tabel 2.1
Prospek Perubahan Ekonomi Makro Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2024
. Target KUA/PPAS Target Perubahan

INDIKATOR Realisasi 2023 Target 2024 2024 2024
Pertumbuhan Ekonomi 3,50 4,88 4,88 4,88
(%, yoy)
Inflasi (% , yoy) 0,90 4,5 4,5 4,5
Pendapatan perkapita
ADHB 47.618.821 23.785.726 | 52.320.918 28.547.076 | 52.320.918 28.547.076 | 52.320.918 28.547.076
ADHK
Angka kemiskinan 14.91 14,28 14, 28 14,28
TPT 2,11 2,60 2,60 20
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2.2.

Perubahan Kerangka Keuangan Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan.
Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak
tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan
penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai
dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau
dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan
sumber- sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang
keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke

depan, maka perekonomian Kabupaten Parigi Moutong dapat digambarkan capaian pada Tahun

2024 dapat ditargetkan sebagaimana tertuang dalam Tabel diatas.
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BAB 111
ASUMSI-ASUMSI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

3.1.  Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBN

Berdasarkan arti penting RKPD serta dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan
pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menyusun RKPD tahun
2024 sebagai penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Parigi Moutong periode 2024-2026, dan sebagai acuan dalam menyusun APBD Tahun Anggaran
2024. Adapun tema pembangunan pada rancangan RKPD tahun 2024 adalah “PERCEPATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI INOVASI PRODUK UNGGULAN BERBASIS
KAWASAN YANG DIDUKUNG SUMBERDAYA LOKAL”. Tema tersebut berfokus pada
peningkatan sumberdaya yang merupakan unggulan daerah agar dapat bersaing baik di skala
nasional bahkan internasional.

Kebijakan perekonomian Kabupaten Parigi Moutong sangat dipengaruhi oleh dinamika
perkembangan ekonomi nasional dan global serta propinsi Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu,
penyusunan asumsi perekonomian Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 memperhitungkan hasil
analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan propinsi Sulawesi Tengah tahun
sebelumnya.

Sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan kerangka ekonomi dapat dilihat

diuraikan sebagai berikut :

1. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2022 sebesar 0,96% lebih rendah
jika dibandingkan dengan tingkat inflasi provinsi Sulawesi Tengah maupun tingkat inflasi nasional,
namun tahun 2022 sampai 2023 tingkat inflasi Kabupaten Parigi Moutong di proyeksi menjadi 3,0
%, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kenaikkan harga bahan bakar minyak,
sehingga mengakibatkan naiknya harga-harga secara umum, utama bahan-bahan yang menjadi

kebutuhan pokok masyarakat
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2. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Parigi Moutong atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai
18,45 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penaikan sebesar 1,26 triliun
rupiah di banding tahun 2020 mengalami penurunan yang mencapai 17,19 triliun rupiah. penaikan

nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.

3.2. Asumsi dasar yang dipergunakan dalam APBD Perubahan
Asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Perubahan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024, antara lain:
1. Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2024 diasumsikan naik sebesar
Rp. 116.279.786.846,00 dari target pendapatan yang ditetapkan pada APBD T.A.
2024, dimana target pada 2024 adalah sejumlah Rp. 1.712.040.716.847,00
2. Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2024 diasumsikan mengalami
kenaikan sebesar Rp. 108.979.992.995,00 dari total belanja daerah pada APBD Tahun

Anggaran 2024 total belanja menjadi sebesar Rp. 1.837.814.496.380,00 yang

sebelumnya Rp. 1.728.834.503.385,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 116.863.709.322,00 yang
sebelumnya sebesar Rp. 1.194.377.710.422,00 menjadi Rp. 1.311.241.419.744,00.

b. Belanja Modal kebutuhan Pemerintah Daerah mengalami penurunanan sebesar Rp.
3.594.484.755,00 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp. 191.397.403.616,00
sehingga belanja modal menjadi sebesar Rp. 187.802.918.861,00.

c. Belanja Tidak Terduga, mengalami penurunan sebesar Rp. 5.000.000.000 sehingga
total alokasi belanja tak terduga menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000 dari
sebelumnya yang dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000.000

d. Belanja transfer mengalami kenaikan sebesar Rp. 710.768.428,00 sehingga total
belanja sebesar Rp. 328.770.157.775,00 yang sebelumnya berjumlah Rp.
328.770.157.775,00
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam
struktur APBD Perubahan 2024, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah,
pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas
fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu
tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi tiga jenis.

Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi
Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah;

2. Pendapatan Transfer, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat,
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Adapun Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Parigi Moutong

No. Uraian PENDAPATAN Rp)
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lebih/Kurang
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI 124.528.372.739,00 146.123.740.567,00 21.595.367.828,00
DAERAH
4.1.1 | Pajak Daerah 21.402.500.000,00 25.948.081.000,00 4.545.581.000,00
4.1.2 | Retribusi Daerah 11.678.490.752,00 16.999.720.000,00 5.321.229.248,00
4.1.3 | Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan 5.067.381.987,00 7.062.433.158,00 1.995.051.171,00
Daerah yg di Pisahkan
4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah 86.380.000.000,00 96.113.506.409,00 9.733.506.409,00
4.2 PENDAPATAN 1.562.353.963.270,00 |  1.656.500.759.059,00 94.146.795.789,00
TRANSFER
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4,2.1 | Pendapatan Transfer 1.505.791.286.000,00 |  1.572.210.674.000,00 66.419.388.000,00
Pemerintah Pusat
4.2.2 | Transfer Antar Daerah 56.562.677.270,00 84.290.085.059,00 27.727.407.789,00
4.3 LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH 25.158.380.838,00 25.696.004.067,00 537.623.229,00
YANG SAH
1.3.1 | Pendapatan Hibah 2.558.986.000,00 2.558.986.000,00 -
1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Peraturan 22.599.394.838,00 23.137.018.067,00 537.623.229,00
Perundangundangan
JUMLAH 1.712.040.716.847,00 1.828.320.503.693,00 116.279.786.846,00

Dengan memperhatikan tersebut diatas, maka proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD

masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dalam pendanaan

daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong harus diupayakan menjadi sumber

pembiayaan utama bagi belanja daerah di Kabupaten Parigi Moutong. Mulai Tahun 2014 Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah, diharapkan dapat memperkuat

posisi PAD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong secara keseluruhan. Oleh karena itu

untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Parigi Moutong, maka

langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kab. Parigi Moutong Tahun 2024

1.

Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah

untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas,

kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.

Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah secara optimal,

Pendayagunaan asset daerah;

Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah bidang pendapatan (Law Enforcement).

Melakukan peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi data baik dengan pemerintah pusat dan

Propinsi dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak serta dana transfer lainnya.
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan
urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan
ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa
akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu
mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip
prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama
pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa

penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 dimaksudkan untuk
mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Kebijakan belanja tersebut dimulai sejak
proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pada proses pertanggungjawaban. Karena
dalam proses tersebut harus memperhatikan Arah Kebijakan Belanja Daerah yang juga merupakan
Kebijakan Fiskal Daerah, dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan
akuntabel. Adapun Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 adalah Arah kebijakan keuangan
daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dimaksudkan untuk
memberikan arahan-arahan sekaligus rambu-rambu bagi pelaksanaan keuangan di Kabupaten Parigi
Moutong. Melalui arah kebijakan ini diharapkan pertama, keuangan daerah dapat menopang, bukan
menghambat proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi daerah. Kedua,
diharapkan bahwa keuangan daerah dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi
kesejahteraan masyarakat. Ketiga, diharapkan pula bahwa keuangan daerah dapat meminimalkan
resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin. Kenaikan anggaran belanja
pada Perubahan RKPD Tahun 2024 tersebut diarahkan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian program/kegiatan dan anggarannya dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. Penyesuaian anggaran dan program/kegiatan dilaksanakan untuk program/kegiatan yang
berdampak langsung kepada masyarakat dan mendesak untuk menyelesaikan

permasalahan faktual serta dalam rangka pencapaian target - target kinerja pada RKPD
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tahun 2024 dan RPD Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian tersebut terdiri dari :

e Penambahan anggaran untuk program/kegiatan yang tidak dapat ditunda atau bersifat
mendesak

e Penambahan anggaran untuk program/kegiatan baru yang dilaksanakan sesuai dengan
prioritas pembangunan tahun 2024. Penyesuaian anggaran untuk program/kegiatan
yang merupakan peningkatan pendapatan sehingga pada akhir tahun 2024 target
pendapatan tercapai.

Pengurangan anggaran dan pengurangan program/kegiatan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan:

e Adanya efisiensi anggaran karena penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan.

e Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena penyesuaian dengan regulasi
dan prioritas serta sasaran pembangunan.

Pergeseran anggaran dan pergeseran Program/kegiatan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan:
e Adanya penyesuaian dengan regulasi.

e Adanya perubahan lokasi sasaran kegiatan.

2. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, provinsi, dan

Pilkada Serentak dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung

skala pelayanan regional maupun nasional.

Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

ANGGARAN (Rp)
Kode Uraian
Rekening SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/
PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG)
1 2 3 4 5
5. BELANJA
5.1. BELANJA OPERASI 1.194.377.710.422,00 | 1.311.241.419.744,00 | 116.863.709.322,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 710.503.845.489,00 667.439.458.588,00 | (43.064.386.901,00)

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kab. Parigi Moutong Tahun 2024
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BELANJA BARANG DAN

5.1.2. o 385.964.418.526,00 | 500.165.944.126,00 | 114.201525.600,00

5.1.3 BELANJA BUNGA 600.000.000,00 95.000.000,00 |  (505.000.000,00)

5.15 BELANJA HIBAH 04.301.079.380,00 | 141.006.081.355,00 | 46.705.001.975,00

5.1.6 BELANJA BANTUAN 3008.367.027,00 |  2534.935.67500 |  (473.431.352,00)
SOSIAL

5.2 BELANJA MODAL 191.397.403.616,00 | 187.802.918.861,00 | (3.594.484.755,00)
BELANJA TIDAK

5.3 BELANE 15.000.000.000,00 |  10.000.000.000,00 | (5.000.000.000,00)

5.4 BELANJA TRANSFER 328.059.389.347,00 | 328.770.157.775,00 710.768.428,00
JUMLAH BELANJA 1.728.834.503.385,00 | 1.837.814.496.380,00 | 108.979.992.995,00
surplus/ ( Defisit) (16.793.786.538,00) |  (9.493.992.687,00) | (7.299.793.851,00)

Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja tersebut diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa pada perubahan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 mengalami defisit belanja

sebesar

Rp

9.493.992.687,00  yang

disebabkan

karena

proyeksi

pendapatan  Rp.

1.828.320.503.693,00 lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja Rp. 1.837.814.496.380,00.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kab. Parigi Moutong Tahun 2024
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BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan pada perubahan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 adalah sebagai

berikut penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 13.500.151.916,04 yang berasal dari peningkatan Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk membiayai

pengeluaran pembiayaan serta menutup defisit belanja; Pengeluaran pembiayaan pada perubahan
RKPD Tahun 2024 mengalami Perubahan dari sebelumnya Rp.10.000.000.000 menjadi sebesar Rp.

5.000

.000.000

Rincian proyeksi perubahan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Parigi

Moutong Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel dibawah

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD

Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

Kode

ANGGARAN (Rp)

: Uraian
Rekening Sebelum Sesudah Perubahan Bertambah /
Perubahan Berkurang
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. o IAAN PEMBIAYAAN 26.793.786.538,00 |  13.960.659.387,00 | (12.833.127.151,00)
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 26.793.786.538,00 |  13.960.659.387,00 | (12.833.127.151,00)
Anggaran Sebelumnya
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan - - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
6.1.3. S - . )
Dipisahkan
6.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - -
6.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - -
6.1.6. Penerimaan Piutang Daerah - - -
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000,00 4.466.666.700,00 (5.533.333.300,00)
DAERAH
Pembentukan dana cadangan untuk
6.2.1 - - - -
pemilukada
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
6.2.2. - - -
Daerah
6.2.3. Pembayaran Pokok Utang 1.000.000.000,00 466.666.700,00 (533.333.300,00)
6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 9.000.000.000,00 4.000.000.000,00 (5.000.000.000,00)
NETTO PEMBIAYAAN DAERAH 16.793.786.538,00 9.493.992.687,00 (7.299.793.851,00)

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kab. Parigi Moutong Tahun 2024
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Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka pembiayaan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2024
mengalami surplus pembiayaan sebesar Rp. 9.493.992.687,00 yang akan digunakan untuk menutupi

defisitnya alokasi belanja Tahun 2024.
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BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan permasalahan utama pembangunan daerah seperti yang diuraikan pada Bab 11,
isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN, isu strategis pembangunan Provinsi serta
pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memperhatikan analisis
terhadap Permasalahan Pembangunan Daerah serta kajian terhadap kebijakan pembangunan di
daerah sekitar Kabupaten Parigi Moutong serta isu-isu strategis intemasional, nasional serta
regional dan aspek lainnya, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun
2024berdasarkan hasil analisis tersebut isu strategis yang mendapatkan perhatian serius dan fokus

pada 8 (delapan) hal dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Optimalisasi Reformasi birokrasi

Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)

Peningkatan rata-rata lama sekolah

Kontribusi PDRB dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan
Peningkatan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
Menurunkan angka pengangguran

Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

© N o g A~ w D RE

1. Optimalisasi Reformasi Birokrasi
Menggerakkan reformasi birokrasi melalui institusi Pemerintah daerah Kabupaten Parigi
Moutong yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pemda Kabupaten Parigi
Moutong adalah subjek reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, saat ini setiap perangkat daerah
diwajibkan melakukan penilaian mandiri atas prakarsa dan praktik reformasi birokrasi yang
sudah, sedang, dan akan mereka lakukan. Langkah strategis ini diharapkan dapat menopang
kesuksesan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Parigi
Moutong di masa yang akan datang. Langkah menjalankan reformasi birokrasi tentu bukan
perkara mudah harus menjadi komitmen semua pihak. Reformasi birokrasi hanya terjadi bila
adanya dua hal yaitu pertama ada konsistensi: teguh, selalu memikirkan kelanjutan dan
berkarakter. Kedua, konsekuen: cakap dalam tugas, sederhana, dan dapat diandalkan ketika
melakukan banyak hal. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang dilaksanakan oleh

instansi pemerintah masih dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan
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masyarakat dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah birokrat dan bentuk birokrasinya
yang berbelit-belit sehingga diperlukan langkah konkret di dalam memperbaiki kinerja
birokrasi. Hal itu terlihat dari masih adanya keluhan dan pengaduan masyarakat baik itu
disampaikan secara langsung maupun melalui media massa atau bahkan media sosial. Oleh
karena itu, diperlukan komitmen dan langkah strategis yang terpadu dan berbasis teknologi

guna menjawab permasalahan dan tantangan di masa mendatang.

Dengan pelimpahan wewenang dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) pada
Perangkat Daerah yang terkait pelayanan, sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan
dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien, serta membuka peluang bagi Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan investasi dan melakukan inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan
publik. Untuk itu, budaya transpransi dan akuntabilitas Kinerja pemerintahan menjadi isu
utama di dalam penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong setidaknya didalam
periode transisi Tahun 2024- 2026.Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif,
simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme yang tepat dan efisien.
2. Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)
Urusan kesehatan merupakan satu dari beberapa urusan wajib pelayanan dasar yang harus
dipenuhi oleh Pemerintah. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi satu dari berbagai tolok ukur
keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu
komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level
daerah maupun nasional. Sementara indikator Kesehatan juga memiliki permasalahan atau isu
trategis yang akan dibenahi di masa yang akan datang, yakni Usia Harapan Hidup (UHH)
rendah yaitu 64,35 Tahun pada Tahun 2022, sehingga perlu upaya nyata peningkatan, Masih
tingginya kasus kematian Ibu dan bayi, Angka prevelensi Stunting masih Tinggi berkisar 27,4
persen Tahun 2022, Angka prevalensi kurang gizi dan Gizi Buruk masih ditemukan, Rasio
tenaga medis persatuan penduduk belum memadai serta Kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat masih rendah.
3. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah

Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap
tingkat kemajuan sebuah bangsa bahkan daerah. Pendidikan dan Kesehatan merupakan salah

satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu daerah. Cepat atau lambatnya suatu daerah
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dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat tergantung pada keberhasilan daerah
tersebut memberikan layanan pendidikan dan kesehatan kepada penduduknya. Kondisi
Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong masih rendahnya di mana terdapat penduduk usia
sekolah yang tidak/belum sekolah dan buta huruf, Sebagian besar Indikator Pendidikan masih
berada di bawah rata-rata Provinsi, Program pendidikan wajar 9 tahun belum tuntas, yang
ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,50 tahun dan Rata—Rata Lama
Sekolah sangat rendah sebesar 7,77 Tahun, Angka Buta huruf masih ada 1,25 persen, Angka
Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 yakni SD/MI (105,73), SMP (91,16%); Angka Partisipasi
Murni (APM) Tahun 2022 yaitu SD/MI (98,35%), SMP/MTs (62,19%), Angka Partisipasi
Sekolah (APS) Tahun 2021 pada tingkat SD/MI (97,55%), SMP/MTs (90,78%).
Sebagaimana diketahui bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, menunjukkan
semakin tingginya kualitas penduduk di daerah tersebut. Pendidikan yang baik akan
meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki
sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

4. Kontribusi PDRB dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan
Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor
pertanian. Beberapa keunggulan sektor pertanian adalah pada komoditas pertanian pangan,
jagung hibrida, hortikultura sayuran dan buah-buahan. Sektor pertanian di Kabupaten Parigi
Moutong merupakan penyumbang PDRB terbesar dengan kontribusi sebesar 15.28 persen pada
Tahun 2021. Namun kontribusi tersebut harusnya bisa lebih ditingkatkan dengan melihat
luasnya lahan pertanian yang ada di Kabupaten Parigi Moutong dan sebagai penyangga lbu
Kota Nusantara Pemeritah daerah perlu berupaya meningkatkan target pendapatan atau
kontribusi sektor pertanian dapat lebih tinggi dalam menyumbang PDRB di masa yang akan
datang. Pada sektor perikanan yakni ikan laut merupakan beberapa produk unggulan yang
dimiliki oleh Kabupaten Parigi Moutong. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perikanan
dapat menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam selama
lima tahun terakhir cenderung meningkat. Namun peningkatan luas lahan ini tidak
mempengaruhi hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Parigi Moutong. Luas lahan
usaha perikanan darat khususnya kolam selama tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan
ada pada angka 348 m2, luas lahan perikanan tambak 10.058,35 m2 mengalami peningkatan

dari tahun sebelumnya dan luas lahan budidaya perikanan laut 49.000 m? tidak mengalami
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peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari penambahan luas lahan usaha perikanan tersebut
tidak meningkatkan produksi perikanan karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti sarana

dan prasarana, SDM, terbatasnya modal serta bantuan peralatan perikanan pada nelayan.

5. Peningkatan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan

Perindustrian merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Parigi
Moutong menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi
setiap daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika
pertumbuhan ekonominya berkonstribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan
terjadinya pemerataan pendapatan. Sektor industri merupakan sektor kunci (key sector) dalam
mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor Industri di Kabupaten
Parigi Moutong memberikan kontribusi terhadap perolehan PDRB Kabupaten Parigi Moutong
dan memiliki peran penting sebagai penyanggah ekonomi masyarakat terhadap pembentukan
PDRB Kabupaten Parigi Moutong

Persentase kontribusi sektor Industri terhadap PDRB terlihat pada Tahun 2022, persentase
kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan ADH
Berlaku mencapai 2,41 persen dan berdasarkan ADH Konstan mencapai 3,27 persen. Untuk itu
arah kebijakan Pembangunan sektor industri pengolahan terutama IKM-UKM pengolahan
produk pertanian yang dipasarkan melalui berkembangnya pariwisata daerah baik alamnya
maupun budayanya. Faktor lain yang mendukukung sektor industri beberapa potensi yang ada
di Kabupaten Parigi Moutong perlu mendapat sentuhan dari pemerintah agar dapat diolah oleh
masyarakat dan meningkatkan kontribusi industri untuk PDRB, serta untuk penciptaan

lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

6. Menurunkan Angka Pengangguran
Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap
tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan
dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi
pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor
pemerintahan maupun sektor swasta. Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan
yang sulit terpecahkan. Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya,

akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga
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akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka
mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Parigi Moutong hingga Tahun 2022 sebesar 1,71
persen lebih rendah bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka provinsi

Sulawesi Tengah sebesar 3,00 persen.

7. Penanggulangan Kemiskinan
Dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong secara
persentasi mengalami penurunan yakni Tahun 2018 sebesar 17,41 persen menjadi 14,63 persen
pada Tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan
kurun waktu 5 tahun meski tidak signifikan. Pada Tahun 2018 jumlah penduduk miskin
sebesar 83.660 jiwa, dan Tahun 2021 sebanyak 74.600 jiwa. Dilihat dari perkembangannya,
jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong cenderung berfluktuasi dari tahun ke
tahun. Upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong
diperlukan percepatan dan inovasi yang harus dilakukan.
Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan melalui beberapa
strategi, yaitu:
a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program

bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya

yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui :

1. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan
Program Indonesia Pintar;

2. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan
Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler, dan Bantuan Beras;

3. Bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan
khusus (disabilitas dan lanjut usia);

4. Subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan

5. Pemberian Bantuan luran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN)
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b. Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan

produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui:

1. Peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui
program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya
Tunai/PKT (desa dan sektor);

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan,
seperti kartu prakerja, program vokasi;

3. Peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan
dan Penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan

4. peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga
keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR);

c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan

ekonomi, di antaranya melalui:

1. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur
pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum
layak; dan

2. Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana

transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep
Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai Kkinerja
program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses
pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan
lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses
pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3

indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter — parameter pH,
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TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU)
yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NOZ2, dan indeks tutupan lahan yang diukur
berdasarkan luas tutupan hutan.

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 berada pada angka
74,32 poin yang terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks kualitas air sebesar 50,00 poin, Indeks
kualitas udara 97,55 poin dan Indek tutupan lahan sebesar 73,11 poin. Berkaitan dengan poin
yang dicapai pada tahun sebelumnya perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk
peningkatan poin indeks kualitas lingkungan lebih tinggi dalam hal ini pada indikator kualitas

air dan tutupan lahan masih rendah.
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan daerah. RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 - 2026. Program dan kegiatan yang
ada pada RKPD Tahun 2024 merupakan alat untuk mencapai indikator tujuan, dan indikator
sasaran yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2024 - 2026. Output dan outcome yang ada pada kegiatan pada dasarnya adalah untuk
mensejahterakan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. Untuk itu pelaksanaan kegiatan ini perlu
peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan guna
pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong.

RKPD ini berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang akan disepakati bersama dengan DPRD dimana nantinya Nota kesepakatan KUPA
dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan. Adapun fungsi RKPD
lainnya adalah sebagai bahan evaluasi APBD untuk memastikan APBD Perubahan telah disusun
berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi
Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

Selain itu, RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Dalam
pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas
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pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan
kegiatan, akan dilakukan penyesuaianpenyesuaian dalam bentuk RKPD Perubahan dengan tetap

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian untuk pelaksanaannya.
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